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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelindungan dan penyelamatan
arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara  untuk
kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik,
dan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan
demografis yang memungkinkan terjadinya bencana,
baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor
nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan
timbulnya kerusakan, kehilangan dan/atau
penyalahgunaan arsip negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia tentang Pelindungan dan Penyelamatan
Arsip Dari Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2013;

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PELINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

1. Pelindungan dan Penyelamatan Arsip adalah langkah pelindungan
dan penyelamatan arsip oleh negara bagi arsip yang dinyatakan
sebagai arsip milik negara, baik terhadap arsip yang keberadaannya di
dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dari kemungkinan
kehilangan, kerusakan arsip yang disebabkan oleh faktor alam,
biologi, fisika dan tindakan terorisme, spionase, sabotase, perang dan
perbuatan vandalisme lainnya.

2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwva yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor
nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,
dan dampak psikologis.

3. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain
berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, dan tanah longsor.
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Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat,
perang tindakan kriminal dan teror.

Status Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh
pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi
Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Ilembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan
otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di
bidang pengelolaan arsip dinamis.

Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan
tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan
kearsipan.

Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI
adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah
nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan
yang berkedudukan di ibukota negara.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat
BNPB  adalah lembaga pemerintah  nonkementerian  yang
melaksanakan tugas negara di bidang penanggulangan bencana
nasional.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat
BPBD adalah satuan kerja perangkat daerah yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung pada Gubernur.

Lembaga Kearsipan Daerah adalah lembaga kearsipan berbentuk
satuan Kkerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi dan
kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota provinsi dan
kabupaten/kota.

Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi adalah lembaga kearsipan
berbentuk satuan organisasi perguruan tinggi, baik negeri dan swasta
yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di
lingkungan perguruan tinggi.

Tim Penanggulangan Bencana Arsip adalah Tim yang dibentuk oleh
pencipta arsip, terhadap upaya tindakan pelindungan dan
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penyelamatan arsip dari bencana sesuai manajemen penanggulangan
bencana.
Pasal 2

Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana merupakan acuan bagi

pencipta arsip, lembaga kearsipan dan lembaga teknis terkait dalam

melakukan tindakan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana.
Pasal 3

(1) Kiriteria bencana terdiri dari bencana skala nasional dan bencana yang
tidak dinyatakan sebagai bencana nasional.

(2) Bencana skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pemerintah.

(3) Bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah
daerah.

(4) Bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. bencana skala provinsi; dan
b. bencana skala kabupaten/kota.
Pasal 4

Kegiatan pelindungan dan penyelamatan Arsip dari bencana meliputi:

a. prabencana;

b. saat tanggap darurat; dan

c. pascabencana.

Pasal 5

(1) Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari bencana dilaksanakan
terhadap arsip milik negara.

(2) Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari bencana dapat
dilaksanakan bagi perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan.

(3) Arsip yang memperoleh Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari
bencana meliputi:

a. arsip dinamis;

b. arsip statis;

c. arsip terjaga; dan
d. arsip vital.

(4) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk dan media
kertas, elektronik dan/atau audio visual.

Pasal 6

(1) Pelindungan dan Penyelamatan Arsip bencana menjadi tanggung
jawab lembaga kearsipan, pencipta arsip, dan berkoordinasi dengan
BNPB dan/atau BPBD.

(2) Tanggung jawab lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
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a. ANRI bertanggung jawab pada bencana skala nasional;
b. lembaga kearsipan tingkat provinsi bertanggung jawab pada
bencana skala provinsi;
c. lembaga kearsipan tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab
pada bencana skala kabupaten/kota; dan
d. lembaga kearsipan perguruan tinggi bertanggung jawab pada
bencana skala perguruan tinggi.
Pasal 7
(1) Kegiatan Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan
pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Arsip.
(2) Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Arsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
a. lembaga kearsipan
b. pencipta arsip; dan
c. BNPB/BPBD.

BAB Il
PRA BENCANA

Pasal 8
Pelindungan dan penyelamatan arsip pada tahap prabencana meliputi:
a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
Pasal 9
Pelindungan dan penyelamatan arsip dalam situasi tidak terjadi bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pencipta arsip dan lembaga
kearsipan melaksanakan:
a. identifikasi bencana,;
b. preservasi arsip dengan cara preventif; dan
c. menyediakan prasarana dan sarana kearsipan.
Pasal 10
(1) Pelaksanaan identifikasi bencana meliputi:
a. jenis bencana;
b. indikasi kerusakan;
c. menyusun tindakan operasional tanggap darurat;
d. persiapan prasarana dan sarana; dan
e. pembatasan akses lokasi bencana.
(2) Indikasi kerusakan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b,
meliputi gedung, peralatan kearsipan, dan arsip.
(3) Preservasi arsip dengan cara preventif dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan tentang preservasi arsip.
(4) Penyediaan prasarana dan sarana kearsipan meliputi:
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